
Menimbang

WALiKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

MNCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR T{HUN 2014

TENTANG

ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGAMN 2015

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

: a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Unda.ng

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwaldlan

Rakyat Daerah (DPRD) beisama Walikota telah menyempurnalka-n

Rancangan Peratuian Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beldnja

oaerahllRBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Guberinur

Bali Tanggat ..... oesember 2014 Nomor : ......../01-Fl\Kl20t4 tentang

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan RancanEan

Peraturan Walikota Denpasar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan

bafJm rancangan-perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan

realisasi anggaran ;

c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan

agar Peraturan'Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

lAnaoy Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan

umum'dan Ketentuin Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi ;

d. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 ;

:1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotarnadya

Daeraii Tingkat iI Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
-Iahun

1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

3a65) ;

Mengingat



4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

11.

L2,

13.

_-r:i:-; - _-:a-t !,r:rr:r s *mn,l"m ls!r! :enm'rq Dryrp,rry'4-$ililMrutmr ww1;m
yang tserSr: Ca: 3efaS ;e- *.:r--Es; r: *'si ::- 'r,1.*ogll$rnn,|E. ]l-glt1,ilmffirtsn"
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 llorc: i5 -:-:ar-er _sr,hd-?-
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6) ;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor t04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
dlubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3aa);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 50a9);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Bfl ;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
a027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor zlo, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan
Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Plmpinan dan Anggota Dewan penvakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom or 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47lZ) ;



13. Peraturan
Keuangan
Indonesia
Indonesia

Pemerintah Nomor A Tahun 2OO5 Ert[13 krnguftil@
Badan Layanan Badan Umum (Lembaran ftegara Regn:nilk

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 4502);

14.

15.

16.

t7.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57a) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

t\omoitgg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a567);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

lttomoi140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585) ;

19. peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara R-publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

20. peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangitn

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a614);

21. peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

22. peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akutansi
pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) ;

23. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



Peraturan Menteri r*r@ffi ?,*]raffi
i;?fl'-Tli $::9.T*::x9.1P-',ti! o'n surunj. i*in i"r-, ftuurr,

Menetapkan

2015 (Berita Negara Repubrik indonesia Tahun iot+ r,roror 6g0).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSIGN:

PERATURAN DAEMH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGAMN 2015.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja
berikut :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

Surplus/Defisit

Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai

Rp. 1.680. 146.83 1. 197,03
Rp. 1.690.327. 248.a82.03

3, Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Rp, 75.000.000.000,00
Rp. 64.819.582.715,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 1 t€rdiri dari :a' pendapatan Asri Daerah sejumrah np.ogr.iig.ssa.eoz,osb, Dana perim,la1Oa1 sejumtah Rp.685,415 .Sqt.,qiO,,OOc. Lain-rain pendapatan baerah ying--' sah sejumrahRp.3 13.471.434.903,38

(2) Pendapatan Asri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurruf aterdiri darijenis pendapatan :a. Pajak Daerah sejumlah Rp.523.978 .712,L52,65b. Retribusi Daerah sejumtah Rp.44.029.SOO.OtO,oOc. Hasir pengeroraan kekayaan daerah y*;- dipisahkan sejumrahRp.24.531,582.715,00
d. Lain-rain pendapatan asri daerah yang sah sejumrahRp.88.720.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiridarijenis pendapatan :a' Dana bagi hasir pajak/bagi hasir bukan pajak sejumrahRp,69.453.635.426,00
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.615.961.906,000,00c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.0,00 - - -,)



:.#

(4) Laln-,al;i p,er:capa:ai caeren i"alig sa- -:aga 
*a^a : *al.s,-rc 3313'3 3'rEt

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah RP.0,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp,158.753.502.903,38
c. Dana Penyesualan

Rp. 154.667.932.000,00
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

sejumlah Rp,50.000.000,0Q

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.008.557'908,784,30

b. Belanja Langsung sejumlah Rp'681'769.339.697,73

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp'827.673.911.254,58
b. Belanja hibah sejumlah Rp'72.511.689'256,00
c, Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.325.000.000,00

d. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.29.044.000.000,00
e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.76.003.308.273,72
f . Belanja tidak terduga sejumlah Rp.3'000'000.000,00

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.17.416.205.000,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.480.077 '266.985,73
c. Belanja modal sejumlah Rp.184.275.867.802,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp.75.000'000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp.64'819.582.715,00

(2) penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a, Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2014

sejumlah Rp.75.000.000,000,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,00

t. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00
b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sejumlah

Rp.64.819.582,715,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00

dan otonomi khttstts sejutrl;rh

(1)

(2)

(3)
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Uraian lebih lanjut Anggar"an Pendapatar: Ca^ 3ea--a )=e=- 5g,!'a;,ar':-':
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampii'an y'an! re--ia(a- =?==-
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

3. Lampiran iII Penjabiran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Orglnisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan

serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis,

4,Lampiran rV i:[:if;:J'^';T;?]uki,.nu,.,t Urusan pemerinrahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;

B. Lampiran ViII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah ;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya ;

11. Lampiran XI Daftai Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

Tahun Anggaran ini ;

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan.

13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan

dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan

realisasi anggaran,

Pasal 7

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam

kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut :

a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

Pasal 6 sekurang-

pemerintah daerah
' dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
cj berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau mendesak.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga'

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja' 
progrim dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan,

dan/atau
b) memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :

(2)

(3)

(4)



a) prograrn dan kegkftan pelqmnmrry
belum tersedia dalam tahun anl1Eprtln orjalar; or

b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan rmemffi.ilcr
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masfarakat.

(5) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD,

pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam realisasi

anggaran.

Pasal B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota sebagai Landasan

Operasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal Desember 2014

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Dlundangkan di Denpasar
pada tanggal Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PEMTURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI (NOMOR.,..TAHUN 2014)




